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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
huruf b dan ayat (7) huruf e Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017, Pasal 59 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Penggunan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 253);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 diberikan kepada daerah untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan = prioritas
pembangunan kesehatan nasional tahun 2017.

(2) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2017.

(3) Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan mendukung daerah dalam penyediaan dana
pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target

prioritas nasional bidang kesehatan.
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Pasal 2
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 terdiri atas:
bantuan operasional kesehatan (BOK);

a.
b. jaminan persalinan (Jampersal);

o

akreditasi puskesmas; dan/atau

o

akreditasi rumah sakit.

Pasal 3
Bantuan operasional kesehatan (BOK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a utamanya diarahkan untuk upaya
kesehatan bersifat promotif dan preventif di setiap jenjang
pelayanan kesehatan, meliputi:
a. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas;
b. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk fasilitas
rujukan upaya kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Balai Kesehatan Masyarakat; dan
c. Bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk distribusi
obat, vaksin dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta
pemanfaatan sistem e-logisttik di Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota.

Pasal 4
Jaminan persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan
kesehatan yang kompeten;
b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
c. pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB)

paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Pasal 5
Akreditasi puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ meliputi:
a. workshop pendukung implementasi akreditasi puskesmas;
b. pendampingan akreditasi puskesmas; dan

c. survei akreditasi puskesmas.
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Pasal 6
Akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d meliputi:
a. workshop pendukung pemenuhan standar akreditasi
rumah sakit;
b. pembinaan rumah sakit dalam rangka persiapan
akreditasi; dan

c. survei akreditasi rumah sakit.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Kepala daerah, Kepala dinas kesehatan provinsi, kepala
dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit
provinsi, dan direktur rumah sakit kabupaten/kota
harus melakukan pelaporan secara berjenjang dan
berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri
Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam
Negeri.

(3) Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan
kompilasi  laporan  kepada = Sekretaris  Jenderal
Kementerian Kesehatan melalui Kepala Biro Perencanaan
dan Anggaran.

(4) Kompilasi laporan oleh kepala dinas kesehatan provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang

bersangkutan berakhir.
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